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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3A TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

. a.

“RIe

bahwa untuk melaksanakan Pasal 3, Pasal 11 dan Pasal 9 Peraturan Presiden
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah
ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan
Tunjangan Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis klasifikasi
Eselon/Golongan dalam kelas jabatan pada pegawai di lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka dipandang perlu
untuk mengubah lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016
tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai
di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95); Y



Menetapkan

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 2A Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan
Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN
KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA.

Pasal |

Mengubah Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja
dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal Il

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si. Py
NIP. 19561125 198203 2 002 &





